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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 ini dapat 

diselesaikan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan 

kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel dan transparan.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai bentuk/media 

pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat 

keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya laporan 

ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur ke PU-an di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh 

aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk  

mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang 

baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten 

Gresik. 

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 ini sedang 

sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan 

masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di 

masa mendatang.  

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. 

 

       Gresik,                                       2021 

KEPALA DINAS  

PEKERJAAN UMUMDAN TATA RUANG   

KABUPATEN GRESIK 

 

 

Ir. GUNAWAN SETIJADI, M.M 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19620703 199103 1 008 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan 

amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara 

pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mempunyai tugas 

dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum dan tata ruang. Infrastruktur utama yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik antara lain jalan dan jembatan, irigasi, penyediaan 

air minum, sanitasi, gedung kantor, sarana olahraga dan revitalisasi kawasan. Dari output 

pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat tercapai outcome yang berkelanjutan 

dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar. 

Pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.235.484.264.816,00 yang telah direalisasi 

sebesar Rp.231.936.978.269,62; atau 99,36% dengan anggaran sebesar itu sudah 

mengalami Refocussing (optimalisasi anggaran) untuk menanggulangi COVID-19 dan 

mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, 

penguatan konektivitas nasional, industri konstruksi yang kompetitif, sinergi pusat dan daerah, 

serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel. Hal tersebut didukung 

dengan perwujudan 5 sasaran strategis melalui pelaksanaan 16 program dan 76 kegiatan oleh 

6 bidang/sekretariat dan 5 UPT Dinas. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Gresik yang didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis sesuai dengan yang 

telah diperjanjikan oleh Bupati di dalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini menunjukkan hasil 

kerja keras seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam 

rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sesuai dengan rencana 

strategis. 

Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan 

sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. 

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran 

dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi 

dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sudah menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, 

masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan infrastruktur yang akuntabel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. LATAR BELAKANG 

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam 

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang 

telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah disusun secara periodik. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Gresik disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam melaksanakan 

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016. Dalam penyusunan 

sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja dan Peraturan Bupati Gresik No. 30 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan 

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020 

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawabkan atas pelaksanaan mandat, visi 

dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 

2020, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Gresik pada tahun mendatang. Laporan kinerja juga 

dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam satu tahun anggaran 

kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  

Tahun 2020, adalah sebagai berikut: 
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dab Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2016; 

8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pelaksanakan kedudukan, 

susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja; 

9. Peraturan Bupati Gresik No. 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Tahun 2020 mencakup hal-hal berikut ini : 

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan 

LKjIP Tahun 2020 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh 
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selama Tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai 

sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama 

Tahun 2020. 

2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 

Tahun 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik bagi upaya-upaya perbaikan 

kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dapat merumuskan 

strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. 

 

C. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

KABUPATEN GRESIK 

1. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 

sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang 

selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik 

Nomor  48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. 

Adapun tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten 

Gresik adalah : 

“Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.” 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Gresik 

Dalam melaksanakan tugas,Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  

Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum 

dan tata ruang; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang 

pekerjaan umum dan tata ruang; 
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c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum 

dan tata ruang; 

d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang 

pekerjaan umum dan tata ruang;  

e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

dibidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Susunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik terdiri dari:  

1. Kepala Dinas;  

2. Sekretariat, terdiri dari :  

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan 

c. Sub Bagian Keuangan. 

3. Bidang Bina Marga, terdiri dari :   

a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;  

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 

c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan. 

4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :     

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; 

b. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum; dan  

c. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan. 

5. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :  

a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; 

b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan  

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. 

6. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :  

a. Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang; 

b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan  

c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. 

7. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :  

a. Seksi Pengaturan Bina Jasa Konstruksi; 

b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; 
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c. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional ; 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : 

a. UPT Wilayah Utara; 

b. UPT Wilayah Selatan; 

c. UPT Wilayah Bawean; 

d. UPT Peralatan; dan 

e. UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik. 

 

4. Personil/Pegawai 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya 

organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun 

jumlah sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Gresik adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan 

Jumlah Pegawai 
NO URAIAN JABATAN JUMLAH 

1. Eselon II 1 

2. Eselon III 6 

3. Eselon IV 22 

4. Jabatan Fungsional Teknis 15 

5. Jabatan Fungsional Umum 107 

6. Non PNS 61 

 TOTAL KESELURUHAN 212 

 

Tabel 1.2 SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan 
Jabatan dan Pendidikan 

No. 
Uraian PENDIDIKAN 

Jumlah 
Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D2 D3 D4 S1 S2 

1. Juru Muda (Ia) - - - - - - - - - 

 Juru Muda Tingkat I (Ib) - - - - - - - - - 

 Juru (Ic) - - - - - - - - - 

 Juru Tingkat I (Id) 2 4 - - - - - - 6 

2. Pengatur Muda (IIa) - - 7 - - - - - 7 

 Pengatur Muda Tingkat I (IIb) - - 7 - - - - - 7 

 Pengatur (IIc) - - 5 - - - - - 5 

 Pengatur Tingkat I (IId) - - 29 - - - - - 29 
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No. 
Uraian PENDIDIKAN 

Jumlah 
Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D2 D3 D4 S1 S2 

3. Penata Muda (IIIa) - - 1 - 2 - 43 - 46 

 Penata Muda Tingkat I (IIIb) - - - - - - 8 - 8 

 Penata (IIIc) - - - - - - 16 4 20 

 Penata Tingkat I (IIId) - - - - - - 8 6 14 

4. Pembina (IVa) - - - - - - 2 4 6 

 Pembina Tingkat I (IVb) - - - - - - - 2 2 

 Pembina Utama Muda (IVc) - - - - - - - 1 1 

 Pembina Utama Madya (IVd) - - - - - - - - - 

 Pembina Utama (IVe) - - - - - - - - - 

 JUMLAH 2 4 49 - 2 - 77 17 151 

 

5. ISU – ISU STARTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

Isu strategis yang dibahas dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Gresik merupakan intisari dari kompilasi permasalahan 

pembangunan berkaitan dengan sinkronisasi terhadap isu strategis berskala 

internasional, nasional, regional hingga regional provinsi. Adapun isu strategis 

yang ditelaah meliputi:  

1. Meningkatnya daya tampung air dan pelayanan irigasi  

2. Bertambahnya jalan dan jembatan kondisi mantap  

3. Berfungsinya saluran drainase perkotaan 

4. Ketersediaan air minum layak dan pelayanan sanitasi dasar  

5. Meningkatnya pengawasan dan pelaporan yang akuntabel 

 

6. VISI, MISI DAN TUJUAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

Untuk mewujudkan pembangunan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 menjadi yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan daerah yang 

lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Gresik menjabarkan visi pembangunan daerah tersebut ke 

dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Gresik sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan 

mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang periode Tahun 2016-2021, potensi dan permasalahan, tantangan utama 

pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah 

kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2016. Oleh karena itu visi 
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Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 

adalah: “Terwujudnya Sarana Prasarana Urusan Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Yang Andal Untuk Mendukung Gresik Lebih Baik dan Berkualitas”. 

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik yang 

merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode 

Renstra Tahun 2016-2021 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya 

pencapaian target pembangunan daerah, berdasarkan mandat yang diemban oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik serta perubahan 

kondisi lingkungan strategis yang dinamis sebagai berikut:  

1. Mewujudkan manajemen urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang 

profesional  

2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana urusan pekerjaan umum dan 

tata ruang yang berkualitas  

3. Mewujudkan pembinaan dan pelayanan urusan pekerjaan umum dan tata 

ruang yang prima  

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:  

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

sampai tahun terakhir renstra; 

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang 

ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi 

organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok 

organisasi selama kurun waktu renstra.  

 

7. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi 

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan 

berintegritas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah 

melaksanakan pelayanan publik secara prima kepada pemerintah dan 

masyarakat, perlu menetapkan standar pelayanan perijinan, rekomendasi dan 

verifikasi teknis. 

Layanan perijinan, rekomendasi dan verifikasi teknis yang diselenggarakan 

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik terdiri atas : 
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1. Rekomendasi Teknis 

Rekomendasi Teknis berdasar pada Perda Kabupaten Gresik No.6 Tahun 2017 

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, maka pemerintah 

kabupaten gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupaya 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik perorangan maupun 

berbadan hukum dan Organisasi Perangakat Daerah (OPD) untuk memperoleh 

rekomendasi Peil Banjir Kawasan dan luar kawasan, Reklame, Jalan keluar 

masuk, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk pengurusan IMB serta 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 

2. Kajian Peil Banjir dan Kajian Drainase 

Sebagaimana dipahami, dengan adanya rencana pembangunan di suatu 

kawasan tertentu, akan timbul dampak peningkatan air larian sebagai akibat 

dari tertutupnya lahan oleh bangunan. Peningkatan air larian akan 

menimbulkan akibat berupa berkurangnya kapasitas badan air atau bahkan 

mengakibatkan banjir di bagian hilir. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

pencegahan dampak peningkatan air larian sehingga rencana pembangunan 

yang akan dilaksanakan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari . 

Kajian Peil Banjir dan Kajian Drainase didasarkan oleh beberapa peraturan 

yang menjadi dasar hokum, antara lain : 

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 

12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2017 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan; 

c. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di 

Kab. Gresik; 

d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 

e. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Prosedur Standar Pelayanan Perijinan, Rekomendasi dan 

Verifikasi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik; 

f. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 49 Tahun 

2019 tentang Tim Peil Banjir 
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Upaya pencegahan dampak peningkatan air larian ataupun genangan, dapat 

dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan surat permohonan dari 

DPMPTSP dengan melengkapi : 

a. Fotocopy izin Block Plan dan Gambar; 

b. Hardcopy dan softcopy Kajian Teknis Drainase (Peil Banjir) yang sudah 

ditandatangani/legalisir oleh DPMPTSP; 

c. Gambar rencana konstruksi drainase; 

d. Denah dan peta lokasi yang diajukan; 

e. Hasil pengukuran elevasi lantai bangunan rencana dan elevasi dasar 

saluran kawasan dengan Nol Jalan/Jembatan terdekat; 

f. Surat Keterangan Kepala Desa bila limpasan air dari kawasan perumahan 

memakai saluran desa (bila diperlukan); 

g. Surat Penunjukan Konsultan Perencana atau Kontrak Kerja (bila di 

konsultankan); 

h. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Mutlak atas hasil Perencanaan 

i. Gambar potongan saluran drainase kawasan perumahan dan kolam 

tampung;  

j. j. Layout rumah (resapan tiap rumah);  

k. k. Foto dokumentasi (saluran kawasan, eksisting). 

 

Gambar 1.1 Alur Pengurusan Peil Banjir dan Kajian Drainase 
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3. Bangunan Reklame 

Kelayakan Konstruksi Reklame merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh 

wajib pajak reklame terutama yang berukuran 6m² ke atas tinggi maupun 

luasannya, selain itu juga ada persyaratan Gambar arsitek untuk reklame juga 

merupakan syarat wajib terutama berukuran besar, untuk memudahkan proses 

birokrasi pembuatan baru maupun perpanjangan. Pemohon dapat mengajukan 

izin pengurusan permohonan reklame melalui Surat Permohonan dari 

DPMPTSP dengan dilampiri : 

a. Fotocopy KTP/KSK Pemohon yang berlaku, bagi Badan Hukum 

melampirkan Akta Pendirian Badan Hukum beserta NPWP Perusahaan; 

b. Perhitungan konstruksi yang dilengkapi perhitungnan SAP (asli); 

c. Gambar denah lokasi dan foto lokasi yang diajukan; 

d. Gambar konstruksi (asli), terdiri dari : 

1) Gambar tampak depan, belakang dan samping kanan/ kiri; 

2) Gambar detail pondasi; 

3) Gambar detail Sky Frame; 

4) Gambar detail sambungan kolom tiang pipa baja penyangga; 

5) Gambar denah panel kelistrikan bila memakai penerangan; 

e. Gambar ornamen gapura; 

f. Tes sondir tanah (asli); 

g. Surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas konstrusi (asli); 

h. Foto eksisting terlampir (untuk perpanjangan); 

i. Rekomendasi pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah 

 

Gambar 1.2 Alur Pengurusan Permohonan Bangunan Reklame 
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4. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Untuk Pengajuan IMB 

Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait 

dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan 

teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa 

penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian 

masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan 

anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas 

bangunan gedung tertentu tersebut. Dasar Hukum yang berkaitan dengan 

pengajuan IMB adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung; 

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 

11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan 

Penilik Bangunan; 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2017 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan; 

d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 

e. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/202/HK/437.12/2019 tentang 

Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Gresik 

 

Pemohon dapat mengajukan izin pengurusan pengajuan IMB melalui Surat 

Permohonan dari DPMPTSP dengan dilampiri : 

a. Gambar denah lokasi; 

b. Gambar situasi/site plan; 

c. Gambar rencana; 

d. Gambar detail; 

e. Gambar potongan; 

f. Gambar tampak samping dan tampak depan; 

g. Softcopy dan hardcopy gambar perencanaan (struktur, arsitek, M.E); 

h. Informasi peruntukan ruang yang mencakup GSB, GSP, KDB, KLB dan 

Ketinggian Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas PUTR Bidang Tata 

Ruang; 
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i. Perhitungan struktur dan hasil uji tanah (untuk bangunan gedung ≥ 2 

lantai); Gambar layout eksisting (bila bangunan sudah terbangun); 

j. Surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas hasil perencanaan dan 

fotocopy SKA (apabila perencanaan dilakukan oleh Konsultan 

 

Gambar 1.3 Alur Pengurusan permohonan Teknis TABG untuk pengajuan IMB 

 

5. Pemanfaatan Jalan/ Trotoar Untuk Jalan Keluar Masuk 

Merupakan dispensasi atau persetujuan dari penyelenggara jalan tentang 

penggunaan ruang manfaat jalan (trotoar) yang memerlukan perlakuan khusus 

terhadap konstruksi jalan. Dasar Hukum dalam Pemanfaatan Jalan/ Trotoar 

untuk Jalan Keluar Masuk antara lain; 

a. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan di 

Kabupaten Gresik; 

b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kab. Gresik; 

c. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Prosedur Standar Pelayanan Perijinan, Rekomendasi dan 

Verifikasi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik; 

d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 107 Tahun 

2019 tentang Tim Verifikasi Jalan Keluar Masuk pada DPUTR Kab. Gresik. 
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Pemohon dapat mengajukan permohonan teknis Pemanfaatan Jalan/ Trotoar 

untuk Jalan Keluar Masuk : 

a. Surat permohonan; 

b. Fotocopy KTP/ KSK pemohon yang berlaku,  bagi Badan Hukum 

melampirkan Akta Pendirian Badan Hukum beserta NPWP Perusahaan; 

c. Fotocopy IMB/ Sertifikat Tanah/ Surat Keterangan dari DPMPTSP; 

d. Kajian Lalu Lintas/ Kajian Andal Lalin; 

e. Gambar lokasi dan eksisting (termasuk saluran air); 

f. Gambar konstruksi; 

g. Data kendaraan yang akan melintasi (dilampiri fotocopy STNK); 

h. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan 

menjaga jalan masuk serta menanggung segala resiko atas segala akibat 

yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau 

prasarana bangunan/ pasangan pada bagian-bagian jalan yang dimohon 

dan bermaterai. 

 

Gambar 1.4 Alur Pengurusan permohonan Teknis pengurusan permohonan teknis   
Pemanfaatan Jalan/ Trotoar untuk Jalan keluar Masuk 

 

6. Verifikasi Karya Perencanaan OPD Non Teknis 

Verifikasi karya perencanaan adalah proses menentukan kebenaran dari suatu 

laporan, pernyataan dan perhitungan perhitungan (termasuk uang) dan 

sebagainya dengan menggunakan sebuah metode yang empirik dan memenuhi 

kaidah-kaidah sebuah perencanaan. Dasar Hukum yang berkaitan dengan hal 

tersebut antara lain: 
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a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2011 tentang 

Bangunan Gedung; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2017 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan; 

c. Peraturan Bupati Gresik Nomor  19  Tahun 2010 tentang Pedoman 

Verifikasi Karya Perencanaan, Penaksiran Ganti Rugi Bangunan Gedung, 

Rumah Tinggal dan Penghapusan Aset Bangunan; 

d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 

e. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Prosedur Standar Pelayanan Perijinan, Rekomendasi dan 

Verifikasi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik; 

f. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 52 Tahun 

2019 tentang Tim Verifikasi Karya Perencanaan OPD Non Teknis Dinas 

PUTR Kabupaten Gresik. 

 

Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis Verifikasi Karya 

Perencanaan OPD Non Teknis : 

a. Surat permohonan verifikasi dari OPD; 

b. Gambar denah lokasi/layout eksisting; 

c. Gambar rencana; 

d. Gambar potongan/detail; 

e. RKS dan spesifikasi teknis; 

f. Backup volume; 

g. Harga satuan bahan, upah dan sewa alat (dilampiri bukti survey); 

h. Analisa harga satuan; 

i. Rencana Anggaran Biaya; 

j. Rekapitulasi Anggaran Biaya; 

k. Foto eksisting (untuk pekerjaan renovasi/pemeliharaan); 

l. Perhitungan struktur dan hasil uji tanah (untuk bangunan gedung ≥ 2 lantai); 

m. Surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas hasil perencanaan dan 

fotocopy SKA (apabila perencanaan dilakukan oleh Konsultan). 
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Gambar 1.5 Alur Pengurusan Permohonan Verifikasi Karya Perencanaan OPD Non Teknis 

 

7. Verifikasi Dokumen Administratif Permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

Verifikasi Dokumen terkait Bangunan Gedung untuk menyatakan kelaikan 

fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis 

sebelum pemanfaatannya sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat Laik Fungsi 

yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah (kecuali untuk bangunan fungsi 

khusus oleh pemerintah). Dasar Hukum yang berkaitan dengan hal tersebut 

antara lain: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung; 

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 

11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan 

Penilik Bangunan; 

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 

27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2017 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan; 

e. Peraturan Bupati Gresik Nomor 05 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi dan Pendataan Bangunan Gedung; 

f. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; 
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g. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/202/HK/437.12/2019 tentang Tim 

Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Gresik; 

h. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 105 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas PUTR Kab. 

Gresik Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Pembinaan Sertifikasi Laik Fungsi 

DPUTR Kab. Gresik. 

 

Gambar 1.6 Alur Pengurusan  permohonan teknis Verifikasi Dokumen Administratif 
Permohonan Sertifikat laik Fungsi (SLF) 

 

8. Pemanfaatan Tanah Yang Dimiliki Pemkab Gresik 

Rekomendasi teknis Pemanfaatan Tanah yang dimiliki Pemkab Gresik adalah 

kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik 

penggunaan tanah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

yang menangani urusan pekerjaan umum di lingkungan sekitar sumberdaya air, 

pada ruang milik jalan, saluran drainase dan prasarana sarana utilitas. Dasar 

Hukum yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Irigasi; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik; 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kab. Gresik; 
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c. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Prosedur Standar Pelayanan Perijinan, Rekomendasi dan 

Verifikasi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik; 

d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 110 Tahun 

2019 tentang Tim Verifikasi Verifikasi Pemanfaatan Tanah Pengairan pada 

DPUTR Kab. Gresik. 

 

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis Pemanfaatan Tanah yang 

dimiliki Pemkab Gresik : 

a. Surat permohonan; 

b. Fotocopy KTP/KSK pemohon yang berlaku,  bagi Badan Hukum 

melampirkan Akta Pendirian Badan Hukum beserta NPWP Perusahaan; 

c. Fotocopy IMB/Sertifikat Tanah/Surat Keterangan dari DPMPTSP; 

d. Gambar lokasi dan eksisting (termasuk saluran air); 

e. Gambar rencana konstruksi jembatan dan perhitungannya; 

f. Surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas hasil perencanaan; 

g. Foto lokasi/ dokumentasi; 

h. Kajian Lalu Lintas/Kajian Andal Lalin apabila letak rencana pemanfaatan 

digunakan untuk jembatan 

 

Gambar 1.7 Alur Pengurusan  permohonan teknis Verifikasi Dokumen Administratif 
Permohonan Sertifikat laik Fungsi (SLF) 
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9. Rekomendasi Teknis Utilitas Umum 

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka 

pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik perorangan 

maupun berbadan hukum untuk memperoleh ijin pemakaian kekayaan daerah 

khususnya ijin pemanfaatan utilitas umum diantaranya : pemasangan kabel 

telepon, listrik, pipa saluran gas, dan lain-lain. Dasar Hukum yang berkaitan 

dengan hal tersebut antara lain: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Irigasi; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik; 

c. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kab. Gresik; 

d. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Prosedur Standar Pelayanan Perijinan, Rekomendasi dan 

Verifikasi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik; 

e. Surat Keputusan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Nomor 110 Tahun 

2019 tentang Tim Verifikasi Verifikasi Pemanfaatan Tanah Pengairan pada 

DPUTR Kab. Gresik 

Persyaratan Permohonan dengan mengajukan permohonan rekomendasi 

teknis pemasangan utilitas umum kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang dilampiri persyaratan sebagai berikut : 

a. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Pemasangan Utilitas; 

b. Fotocopy KTP Pemohon / Akte Perusahaan atau Badan Hukum; 

c. Dokumen Perizinan (IPR, Izin Lingkungan, dan Rekomendasi Teknis Lainnya 

bila Diperlukan); 

d. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Kondisi Jalan; 

e. Denah Lokasi / Gambar Situasi (Detailed Engineering Design); 

f. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Jalan (Schedule); 

g. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

h. Spesifikasi Teknis dan Kajian Teknis Utilitas 
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Gambar 1.8 Alur Pengurusan  permohonan Rekomendasi Teknis Utilitas Umum 

 

8. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah, visi, misi dan tujuan, Isu 

strategis serta Sistematika Penyusunan. 

 

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

Menjelaskan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mendasarkan 

pada dokumen perencanaan  

 

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. 

Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : membandingkan antara 

target dan realisasi kinerja sasaran strategis tahun ini, membandingkan antara 

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa 

tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ 
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penurunan kinerja serta alternatife solusi yang telah dilakukan, analisis atas 

efiseinsi penggunaan sumber daya dan analisis program/ kegiatan yang 

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan 

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. 

 

BAB IV. PENUTUP 

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan upaya/ langkah di masa mendatang 

yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, 

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. 

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari 

kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya 

dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja 

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan 

melalui penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 

Tahun 2020. 

Perencanaan Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, 

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 

dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian 

kinerja, yaitu:  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur. 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,  Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Perjanjian Kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020 mencakup 5 
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sasaran strategis yang didukung oleh 16 program. Program peningkatan kualitas jalan 

dan jembatan serta peningkatan kualitas prasarana kebinamargaan dilaksanakan 

untuk mendukung sasaran strategis mengenai infrastruktur jalan. Program 

pengendalian banjir, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan 

jaringan pengairan lainnya serta penyediaan dan pengolahan air baku dilaksanakan 

untuk mewujudkan sasaran strategis mengenai infrastruktur irigasi dan saluran 

pembuang. Program pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong-

gorong dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan operasi dan pemeliharaan 

jaringan saluran drainase. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/ 

minum dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis ketersediaan sarana air 

bersih bagi masyarakat. Sebaliknya program pengembangan dan pembangunan 

infrastruktur wilayah strategis, pengembangan dan pembangunan gedung negara, 

perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaturan jasa 

konstruksi dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam peningkatan 

kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan bangunan 

gedung harus berIMB. Secara garis besar terdapat lima pengelompokan berdasarkan 

perspektif dalam sasaran strategis untuk memudahkan pengukuran pencapaian 

tujuan, yakni perspektif customer/ stakeholder expectation, internal process, dan 

learning and growth. Pengelompokan perspektif ini didukung oleh sasaran strategis 

yang kemudian dijabarkan kedalam program. Dengan demikian untuk pengukuran 

kinerja dapat dilakukan dari target dan sasaran yang tercantum di dalam Perjanjian 

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana 

tabel 2.1 Tahun 2020.  

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Gresik Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 
Meningkatnya kualitas 
sarana infrastruktur jalan  

Persentase panjang jalan kabupaten 
dalam kondisi mantap 

73,70% 

2 
Meningkatnya kualitas 
sarana infrastruktur irigasi 

Persentase jaringan irigasi kondisi baik 51,23% 

3 
Meningkatnya kualitas 
pengendalian banjir 

Persentase panjang saluran drainase dan 
saluran pembuang dalam kondisi mantap   

50,10% 

4 
Tersedianya sarana air 
bersih bagi masyarakat 

Persentase rumah tangga akses air bersih 
non PDAM  

68,44% 

5 
Meningkatnya kesesuaian 
pemanfaatan ruang sesuai 
dengan rencana tata ruang 

Persentase kesesuaian pemanfaatan 
ruang sesuai dengan rencana tata ruang 

95% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan 

capaian kinerja. 

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 telah berdasarkan pada format 

pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara 

membandingkan antara target capaian indikator kinerja dengan realisasi indikator 

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020.  

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator 

sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk 

mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan 

dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. 

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan 

realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas 

hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan 

dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Gresik. 

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel 

sebagai berikut : 
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Tujuan  : Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang 

berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan 

harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang 

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan  

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 
 

Meningkatnya 

kualitas sarana 
infrastruktur jalan 

Persentase 
panjang jalan 
kabupaten dalam 
kondisi mantap 

73,70% 73,81% 100,14% 

 

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

REALISASI 

Th. 2018 Th. 2019 Th. 2020 

1 

 

Meningkatnya 
kualitas sarana 
infrastruktur 

jalan 

Persentase 
panjang jalan 
kabupaten 
dalam kondisi 
mantap 

 
73,70% 

 
73,62% 

 
72,41% 

 
73,81% 
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Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020 pada  
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Jalan 

 

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
AKHIR 

RPJMD/ 
RENSTRA 

REALISASI 
TINGKAT 

KEMAJUAN 

1 
 

Meningkatnya 
kualitas sarana 
infrastruktur jalan 

Persentase 
panjang jalan 
kabupaten dalam 
kondisi mantap 

74,20% 73,81% 99,47% 
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Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator 

sasaran“Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap”sesuai 

dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : Panjang 

jalan kabupaten di Kabupaten Gresik sebesar 512,16 km dengan didominasi 

Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sebesar 284,72 km; kondisi sedang sebesar 

93,48 km; kondisi rusak ringan sebesar 125,16 km; dan rusak berat sebesar 8,80 

km. Dengan demikian jalan yang yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan 

dengan kondisi baik dan sedang sebesar 378,02 km. 

 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Permukaan Jalan  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sumber : Dinas PUTR Bidang Bina Marga 

 

Berdasarkan hasil proyeksi Dokumen Tataran Transportasi Lokal 

Kabupaten Gresik Tahun 2015 hingga Tahun 2035, beberapa ruas jalan utama 

akan mempunyai LOS kritis antara lain Jl. Dr. Wahidin sebesar 1,08 (F), Jl. Jaksa 

Agung sebesar 0,86 (E), Jl. Raya Maduran sebesar 0,85 (E), dan Jl Raya Manyar 

sebesar 0,86 (E). Sebagian besar ruas jalan tersebut dilalui oleh kendaraan berat 

menuju kawasan industri-pergudangan di Kabupaten Gresik. 

Belum adanya Jembatan Timbang pada wilayah Gresik Selatan, dengan 

adanya rencana peningkatan kelas jalan Legundi-Bunder menjadi jalas strategis 

nasional, maka akan terjadi peningkatan volume lalu lintas khususnya oleh 

kendaraan angkutan barang yang berdampak pada kondisi fisik jalan 

kedepannnya Pembangunan Jalan tol Surabaya – Gresik – Lamongan sesuai 

yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030 

belum terlaksana. Permasalahan bottle neck pada ruas Duduksampeyan – 

Lamongan yang sering menjadi kemacetan panjang.  

Perbandingan antara realisasi Tahun 2018, tahun 2019 mengalami 

penurunan sedangkan di tahun 2020 kinerja kita semakin naik dengan tahun lalu 

Permukaan Jalan Panjang (Km) 

Aspal (AC, HRS, ATB) 241,88 

Perkerasan Beton 237,16 

Lapis Penetrasi/ Latasir/ Macadam 24,32 

Telford/ Kerikil/ Urpil 8,00 

Tanah/ Belum Tembus 0,80 
TOTAL PANJANG JALAN 512,16 
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sehingga jalan – jalan yang berlubang sudah teratasi dengan baik dan tidak ada  

kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase, sementara keselamatan jalan dan 

kelalaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan  

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah dengan adanya 

pemeliharaan jalan dan PJU yang terpadu, maka Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Gresik mengadakan Tim URC (Unit Reaksi Cepat). Tim 

URC harus dibentuk : 

1. Untuk memperbaiki, rehabilitasi/ pemeliharaan infratruktur jalan raya yang 

meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan 

kerugian (Damage andLoses Assessment).                                   

2. Untuk memperbaiki, rehabilitasi/pemeliharaan PJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan 

 

Tujuan  : Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang 

berkelanjutan dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi 

pembangunan berlandaskan tata ruang 

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur irigasi 

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 
Meningkatnya 
kualitas sarana 
infrastruktur irigasi 

Persentase 
jaringan irigasi 
kondisi baik 

51,23% 
 

43,54% 
 

84,99% 
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Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

REALISASI 
Th. 2018 Th. 2019 Th. 2020 

1 

Meningkatnya 
kualitas 
sarana 
infrastruktur 
irigasi 

Persentase 
jaringan 
irigasi kondisi 
baik 

51,23% 29,69% 34,99% 
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Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020 pada  
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur irigasi 

 

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
AKHIR 

RPJMD/ 
RENSTRA 

REALISASI 
TINGKAT 

KEMAJUAN 

1 

Meningkatnya 

kualitas sarana 
infrastruktur 

irigasi 

Persentase 
jaringan irigasi 
kondisi baik 

60,23% 
 

43,54% 
 

72,29% 

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator 

sasaran“Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik”sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : panjang jaringan irigasi 

keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sebesar 147.356m² dan 

panjang jaringan irigasi kondisi baik sebesar 64.160,69m². 

 Peningkatan irigasi kondis baik ini tentunya sangat kecil sekali 

dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun 

terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan 

menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, dalam capaian 

indikator kinerja RPJMD Tahun 2016 sampai dengan 2021 mempunyai kriteria 
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penilaian sangat tinggi. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja yang mencapai 100%. 

Setelah dicermati lebih mendalam ternyata penentuan target capaian indikator 

yang memang terlampau kecil, yaitu hanya 1 persen dari kondisi tahun 

sebelumnya. 

Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas 

Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 

provinsi merupakan kewenang Balai Besar, potensi pemanfaatan Sungai 

Bengawan Solo sebagai sumber air baku menjadi kurang optimal, sedangkan 

kebutuhan air baku di Kabupaten Gresik masih belum terpenuhi secara 

menyeluruh. Berdasarkan profil PDAM, sumber baku yang digunakan oleh PDAM 

berasal dari: 

1. Kali Surabaya 

2. IPA Krikilan 

3. IPA Legundi 

4. IPA Perumnas 

5. Sumur Dalam Suci 

6. Sumur Dalam Randuagung 

7. Sumur GKB III 

8. Air Curah, Segoromadu 

9. Air Curah Gadung 

10. Air Curah PT. Dewata 

11. Air Curah PT. Drupadi 

Kondisi geografis Kabupaten Gresik merupakan daerah hilir aliran sungai. 

Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah 

kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi 

merupakan kewenang Balai Besar, dalam rangka pemenuhan kualitas air baku 

mengalami kendala karena keterbatasan kewenangan. Sedangkan, sebagai 

daerah hilir memerlukan upaya pengolahan dan pengelolaan kualitas air lebih 

dibandingkan daerah hulu sungai. 

Perbandingan antara realisasi tahun 2018, 2019 dan 2020 pada kinerja kita 

mengalami kenaikan dan pemenuhan kebutuhan air baku sudah terpenuhi   

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran sebagai 

berikut :  
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1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi 

difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah 

dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang 

mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. 

Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang 

ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap. 

2. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya 

air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan 

sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan 

pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Pintu Air dan Jaringan Irigasi 

 

 

Tujuan  : Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang 

berkelanjutan dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi 

pembangunan berlandaskan tata ruang 

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengendalian banjir 

 

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 
 

 

Meningkatnya 
kualitas 
pengendalian 

banjir 

Persentase panjang 

saluran drainase 
dan saluran 

pembuang dalam 
kondisi mantap 

50,10% 56,43% 112,63% 
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Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

REALISASI  
Th. 2018 Th. 2019 Th. 2020 

1 
 

 

Meningkatnya 
kualitas 
pengendalian 

banjir 

Persentase 
panjang saluran 

drainase dan 
saluran 

pembuang 
dalam kondisi 
mantap 

50,10% 50,71% 53,41% 56,43% 
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Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2018, 2019 dan 2020 pada 
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengendalian banjir 

 

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
AKHIR 

RPJMD/ 
RENSTRA 

REALISASI 
TINGKAT 

KEMAJUAN 

1 
 

 

Meningkatnya 
kualitas 

pengendalian 
banjir 

Persentase 

panjang saluran 
drainase dan 
saluran 

pembuang 
dalam kondisi 

mantap 

52,10% 56,43% 108,31% 

 

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator 

sasaran“Persentase panjang saluran drainase dan saluran pembuang dalam 

kondisi mantap”sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan 
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sebagai berikut : Air yang dibutuhkan oleh tanaman biasanya akan dialirkan 

melalui saluran pembawa. Sedangkan kelebihan air yang ada pada suatu petak 

akan dibuang melewati saluran pembuang. Saluran pembawa dan pembuang ini 

merupakan saluran irigasi yang paling utama. Apabila dilihat dari segi 

fungsinya,maka saluran irigasi dapat dibagi atas : 

1. Saluran pembawa berfungsi membawa/ mengalirkan air dari sumber ke petak 

sawah. Dari tingkat percabangannya, maka saluran pembawa ini dibedakan 

menjadi Saluran Primer berfungsi membawa air dari sumbernya dan 

membagikannya ke saluran sekunder atau membawa air dari jaringan utama 

ke jaringan sekunder untuk dibagikan ke petak-petak tersier yang akan dialiri. 

Air yang dibutuhkan untuk irigasi dapat berasal dari sungai, danau, maupun 

waduk. Akan tetapi umumnya penggunaan air sungai lebih baik, karena air 

sungai mengandung banyak zat lumpur yang merupakan pupuk bagi tanaman. 

Batas akhir dari saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir. Saluran 

Sekunder dari saluran primer air disadap melalui saluran-saluran sekunder 

untuk mengaliri daerah yang sedapat mungkin disekitari oleh saluran-saluran 

alam yang dapat digunakan untuk membuang air hujan yang berlebihan. 

Fungsi utama dari saluran sekunder adalah membawa air dari saluran primer 

dan membagikannya ke saluran tersier. Sedapat mungkin saluran pemberi 

merupakan saluran punggung sehingga dengan demikian air dapat dibagi 

untuk kedua belah sisi. Yang dimaksud dengan saluran punggung adalah 

saluran yang memotong atau melintang terhadap garis tinggi sedemikian rupa 

melalui titik tertinggi daerah sekitarnya, sehingga dapat mengaliri petak yang 

ada di bagian kiri dan kanan dari Saluran Tersier fungsi utama dari saluran 

tersier adalah membawa air dari saluran sekunder dan membagikannya ke 

petak-petak sawah yang memiliki luas antara 75 ha - 125 ha. Jika saluran 

tersier disadap dari saluran sekuder, maka saluran tersier juga dapat 

membagikan air ke sisi kanan-kiri saluran. 

2. Saluran Pembuang fungsi utama dari saluran pembuang adalah membuang 

sisa atau kelebihan air yang terdapat pada petak sawah ke sungai. Biasanya 

digunakan saluran lembah yaitu saluran yang memotong atau melintang 

terhadap garis tinggi sedemikian rupa hingga melewati titik terendah dari 

daerah sekitar. Jadi saluran melalui lembah dari ketinggian tanah setempat. 
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Dalam saluran pembuang dengan masing-masing wilayah untuk wilayah 

selatan sekitar 322.551,42 m; wilayah utara sekitar 250.240,14 m dan wilayah bawean 

sekitar 90.000,00 m dengan total keseluruhan saluran pembuang kota Gresik sekitar 

662.791,56 m. 

Kondisi sistem drainase permukiman di wilayah-wilayah kecamatan atau 

desa di Kabupaten Gresik, selain di wilayah kota, pada umumnya belum menunjukkan 

masalah yang berarti. Hal ini disebabkan masih banyaknya daerah terbuka yang 

mampu berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga potensi banjir dan genangan 

kecil. Wilayah ibukota kecamatan kebanyakan sudah dilengkapi dengan sistem 

drainase permukiman walaupun kebanyakan dengan dimensi drainase yang kecil. 

Selain itu, kondisi drainase di wilayah tersebut seringkali dalam kondisi yang tidak 

atau belum terawat, seperti dinding saluran yang tidak diplengseng, ditumbuhi rumput, 

badan saluran tertimbun tanah dan buntu atau ujungnya tidak menuju badan air 

penerima (sungai). Dalam sistem drainase pada panjang saluran drainase dalam 

kondisi mantap sebesar 73,7416m sedangkan panjang saluran drainase sebesar 

139,939m. 

Di wilayah perkotaan Gresik, khususnya di wilayah Kecamatan Gresik, 

Kebomas, dan Manyar walaupun telah memiliki sistem drainase yang terbangun 

cukup lengkap dan merata di seluruh wilayah kota, tetap saja banjir dan genangan 

masih sering terjadi di beberapa lokasi terutama apabila terjadi hujan yang cukup 

lebat. Keadaan ini disebabkan oleh saluran-saluran tersier dan sekunder yang 

dimensinya terlalu kecil, tersumbat sampah, dan bozem-bozem yang tidak lagi 

berfungsi akibat pendangkalan dan pengurukan menjadi kawasan permukiman. 

Di Pulau Bawean telah terdapat sistem drainase permukiman, terutama 

permukiman-permukiman yang terdapat di tepi jalan raya. Namun kondisinya 

memprihatinkan, selain karena dimensi saluran yang kecil dan terbuka juga 

diperparah dengan sering tertimbunnya longsoran tanah dari lereng-lereng bukit atau 

kebun disekitarnya sehingga sistem drainase menjadi terputus. Selain i tu karena tidak 

terdapatnya pengelolaan sampah, drainase di Pulau bawean yang berupa drainase 

tertutup sering terdapat timbunan sampah yang bahkan dengan sengaja dibuang 

masyarakat di drainase tersebut. 
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Permasalahan umum drainase di Kabupaten Gresik yang ada sekarang 

adalah berupa banjir dan genangan yang disebabkan oleh faktor – faktor berikut ini : 

1. Pertambahan debit limpasan akibat perubahan tataguna lahan di daerah 

tangkapan saluran yang bersangkutan. 

2. Dimensi saluran dan atau dimensi gorong-gorong yang ada sudah tidak lagi 

memadai dibanding dengan besarnya debit air yang harus dialirkan. 

3. Hambatan aliran pada saluran: akibat sampah, pendangkalan saluran 

(sedimentasi), pertumbuhan vegetasi yang tidak terkendali, dan adanya jaringan 

pipa, kabel, dan benda lain yang melintang saluran.  

4. Saluran mengalami penyempitan yang disebabkan saluran melewati sebelah 

lahan milik warga dan tidak bisa dinormalisasi. 

5. Sistem drainase yang belum tertata dengan baik : hierarki jaringan drainase 

tersier, sekunder, primer sehingga saluran alami yang belum tertata secara 

sistematis, juga ditemukan saluran drainase yang tidak menerus (terputus).  Ada 

saluran yang outletnya tidak bermuara ke laut atau ke saluran yang lebih tinggi 

tingkatannya namun menghilang di persawahan, tambak dan tegalan 

6. Kurang memadainya pelaksanaaan operasi dan pemeliharaan jaringan saluran 

drainase.  

7. Banyakya bangunan baru yang tidak mematuhi aturan sepadan bangunan 

 

Upaya atau solusi yang dilakukan adalah : 

1. Melibatkan pasukan drainase dalam menjaga kebersihan saluran  

2. Melakukan sosialisasi terhadap aturan sepadan bangunan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Pasukan Drainase 
 

Kendala tersebut sudah teratasi dengan baik, untuk perbandingan realisasi 

antara tahun 2018, 2019 dan 2020 kinerja nya semakin naik dikarenakan adanya tim 

drainase yang bergerak cepat dalam mengatasi pembersihan gorong – gorong 

sehingga tidak terhindar banjir. 
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Tujuan  : Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang 

berkelanjutan dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi 

pembangunan berlandaskan tata ruang 

 

Sasaran 4 : Tersedianya Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat 

Tabel 3.11  Pencapaian Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 

Tersedianya 

sarana air bersih 
bagi masyarakat 

Persentase 
rumah tangga 

akses air bersih 
non PDAM 

68,44% 66,27% 96,83% 

 

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

REALISASI  
Th. 2018 Th. 2019 Th. 2020 

1 

Tersedianya 
sarana air 

bersih bagi 
masyarakat 

Persentase 
rumah tangga 

akses air bersih 
non PDAM 

68,44% 61,57% 62,91% 66,27% 
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Gambar 3.7  Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2018, 2019 dan 2020 pada 
Sasaran Strategis Tersedianya Sarana Air Bersih bagi Masyarakat 

 

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
AKHIR 

RPJMD/ 
RENSTRA 

REALISASI 
TINGKAT 

KEMAJUAN 

1 

Tersedianya 
sarana air 

bersih bagi 
masyarakat 

Persentase 
rumah tangga 
akses air 

bersih non 
PDAM 

68,72% 66,27% 96,43% 
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Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator 

sasaran“Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM”sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : Jumlah seluruh 

rumah tangga di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sebanyak 1.289.561 rumah 

tangga, dan jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 854.631 rumah 

tangga. Sistem SPAM yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi SPAM Jaringan 

Perpipaan Non PDAM, dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). 

Hal ini mengindikasikan belum tercapainya Standart Pelayanan Air Minum 

MDG’s pada tahun 2020 sebesar 80% masyarakat perkotaan dan 60% masyarakat 

perdesaan. Persentase rumah tangga yang terlanyani akses air minum baik dari 

perpipaan PDAM maupun non perpipaan PDAM sekitar 49,58%. Capaian akses air 

minum ini dapat dikatakan cukup jauh dari target Pemerintah Pusat tahun 2019 100% 

air bersih. 

Sistem jaringan perpipaan non PDAM di Kabupaten Gresik yaitu terdapat 

HIPPAM yang tersebar diseluruh kecamatan. Kondisi HIPPAM tidak semuanya bagus, 

ada beberapa yang tidak berjalan sesuai fungsinya lagi. Hippam yang kondisinya 

“mati” yaitu HIPPAM di Desa Baron dan Madumulyorejo di Kecamatan Dukun, Desa 

Racikulon di Kecamatan Sidayu, dan Desa Kesambenkulon di Kecamatan 

Wringinanom. 

Di Kabupaten Gresik terdapat beberapa desa yang termasuk dalam 

kategori daerah kritis kekeringan atau rawan air. Salah satu upaya mengatasinya 

adalah dengan pembuatan sumur bor dalam yang merupakan sistem SPAM Jaringan 

bukan perpipaan (BPJ). Pembuatan sumur bor dalam didahului dengan tes geolistrik 

untuk mengetahui potensi air terdapat pada kedalaman berapa. 

Permasalahan SPAM yang ada pada kondisi eksisting dibagi menjadi 3 

(tiga) bagian, yaitu permasalahan pada SPAM jaringan perpipaan PDAM, SPAM 

jaringan perpipaan Non PDAM dan SPAM bukan Jaringan perpipaan. Permasalahan 

yang dihadapi oleh setiap sistem dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu, 

permasalahan aspek teknis, permasalahan aspek manajemen dan permasalahan 

aspek keuangan. 
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Tabel 3.14 Permasalahan SPAM 
Sistem 

SPAM 
Aspek Teknis Aspek Manajemen Aspek Keuangan 

SPAM 

Jaringan 

Perpipaan 

PDAM 

Kapasitas jaringan distribusi 

yang ada masih terbatas 

disbanding kebutuhan 

masyarakat; 

Ketergantungan yang sangat 

tinggi terhadap energi listrik; 

Pengawasan kualitas air minum 

belum dilakukan dengan tertib. 

Penyusunan 

pedoman kerja 

untuk seluruh 

karyawan belum 

ada; 

Pengaturan dan 

penempatan 

karyawan sesuai 

dengan 

kemampuan. 

PDAM Kabupaten 

Gresik belum 

menyelesaikan 

utang kepada 

pemerintah pusat; 

Penyesuaian tarif 

baru dilakukan 

pada awal tahun 

2014; 

Penyertaan 

pemerintah yang 

belum ditetapkan 

statusnya. 

SPAM 

Jaringan 

Perpipaan 

Non PDAM 

Perawatan dan pemeliharaan 

yang tidak dilakukan secara 

berkala; 

Sistem pengaliran pada daerah 

pelayanan masih ada yang 

tidak dapat terlayani 24 jam; 

Terdapat daerah pelayanan 

yang sudah tidak dapat 

dijangkau oleh sistem 

pengaliran yang ada, sehingga 

terdapat pelanggan yang tidak 

tidak dilayani. 

Pelatihan tentang 

manajemen 

HIPPAM masih 

kurang; 

Pelatihan untuk 

pemeliharaan 

jaringan masih 

kurang. 

Pengelolaan yang 

belum baik 

menjadikan 

beberapa 

pelanggan tidak 

membayar; 

Manajemen 

keuangan yang 

tidak baik. 

SPAM Bukan 

Jaringan 

Perpipaan 

(BJP) 

Perawatan dan pemeliharaan 

yang tidak dilakukan secara 

berkala; 

Beberapa sumber yang 

digunakan belum teruji 

kualitasnya; 

Belum dapat menjangkau 

masyarakat yang lebih banyak. 

Tidak adanya 

pelatihan kepada 

masyarakat yang 

mengelola; 

Pengelolaan belum 

terorganisir dengan 

baik. 

Masalah 

pembayaran belum 

ada pengaturan 

yang terencana; 

Lebih besar biaya 

perawatan 

daripada para 

pelanggan yang 

membayar. 

 

Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap air 

minum layak belum mencapai 100%; 

Ketersediaan infrastruktur dasar adalah salah satu ukuran dalam 

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan. Proporsi Rumah 

Tangga dengan Air Minum Layak merupakan salah satu indikator pencapaian dari 

Goal ke-7 MDGs, yaitu Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup. Indikator  ini  

digunakan  untuk  memantau  akses  penduduk  terhadap sumber  air  berkualitas.  
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Sumber air berkualitas menyediakan  air  yang  aman  untuk  diminum  bagi 

masyarakat, sehingga meminimalkan terjangkitnya berbagai macam penyakit.   

 

Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap sanitasi 

layak belum mencapai 100%; 

Fasilitas  sanitasi  yang  layak  adalah  fasilitas  sanitasi  yang  memenuhi 

syarat  kesehatan  antara  lain  dilengkapi  dengan  leher  angsa,  tanki septik  

(septiktank)/ Sistem  Pengolahan  Air  Limbah  (SPAL),  yang digunakan sendiri atau 

bersama. 

Perbandingan antara realisasi Tahun 2018, 2019 dan 2020 kinerja kita 

semakin naik dengan tahun lalu sehingga rumah tangga sudah tersedia air bersih dan 

tidak mengalami kekeringan. 

Sedangkan solusi yang telah dilakukan adalah :  

1. Mencapai sasaran pembanguan air bersih non PDAM di perkotaan dan perdesaan  

2. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pemeliharaan air bersih  

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Sarana dan Prasarana Air Bersih Non PDAM 

 

Tujuan  : Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang 

berkelanjutan dan berdaya saing serta mewujudkan 

harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang 

Sasaran 5 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai 

dengan rencana tata ruang 

 

Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pemanfaatan ruang 
sesuai dengan 
rencana tata ruang 

Presentase 
kesesuaian 
pemanfaatan ruang 
sesuai dengan 
rencana tata ruang 

95% 100% 100% 
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Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

REALISASI  

Th. 2018 Th. 2019 Th. 2020 

1 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang sesuai 
dengan rencana 
tata ruang 

Presentase 
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang sesuai 
dengan rencana 
tata ruang 

95% 93% 95% 100% 
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Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2018, 2019  
dan 2020 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan  

Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang 
 

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/ Renstra 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 
AKHIR 

RPJMD/ 
RENSTRA 

REALISASI 
TINGKAT 

KEMAJUAN 

1 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pemanfaatan 

ruang sesuai 
dengan rencana 

tata ruang 

Presentase 
kesesuaian 
pemanfaatan 

ruang sesuai 
dengan rencana 

tata ruang 

95% 100% 100% 

 

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator 

sasaran“Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana 

Tata Ruang”sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai 

berikut : Terjadi deviasi/ simpangan antara rencana tata ruang yang tertuang dalam 

RTRW Kabupaten Gresik dengan kondisi eksisting saat ini. Beberapa deviasi yang 

terjadi antara lain : 
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1. Struktur hierarkhi kota yang meliputi perkotaan sedang dan perkotaan kecil kurang 

sesuai. IKK Cerme dan IKK Bungah jumlah penduduknya dibawah 100.000 Jiwa 

seharusnya masuk pada IKK Perkotaan Kecil, namun dalam RTRW termasuk 

dalam IKK Perkotaan Sedang. 

2. Belum terlaksananya pembangunan jalan tol Gresik – Lamongan 

3. Terjadinya deviasi rencana kawasan pertanian antara RTRW dengan LP2B. 

Dalam RTRW total luas kawasan pertanian adalah 35.959,56 Ha sedangkan 

dalam LP2B luas kawasan pertanian adalah 24.716 Ha dan luas cadangan 

sebesar 3.005 Ha 

Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang 

Kabupaten Gresik. Rencana tata ruang yang telah menjadi dasar hukum di Kabupaten 

Gresik hanyalah RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor  8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 dan Rencana Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2014.  Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten 

Gresik baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya 

perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil 

dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RTDR perlu disusun di kawasan 

perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan 

dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yg 

meliputi : Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas 

Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana 

Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar 

Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi. 

Di Kabupaten Gresik sendiri, setelah penetapan RTRW Tahun 2010-2030 

telah disusun dokumen RDTR antara lain : RDTR Kecamatan Ujungpangkah RDTR 

Kecamatan Panceng RDTR kecamatan Sidayu, RDTR Kecamatan Sangkapura, 

RDTR Kecamatan Duduksampeyan dan Cerme, RDTR Perkotaan (Kecamatan Gresik 

dan Kebomas) RDTR BWP Gresik Selatan (Kecamatan Driyorejo, Kedamean, dan 

Menganti) Tahun 2013, RDTR BWP Kawasan Manyar Bungah Tahun 2015. Jumlah 

ruang yang dimanfaatkan sesuai dengan RTRW pada Tahun 2020 sekitar 296 

rekomendasi. 
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Proses perizinan sering berhubungan dengan penataan ruangnya sehingga 

adanya peraturan mengenai tata ruang sangat dibutuhkan dalam penerbitan beberapa 

izin. Misal sebagai contoh penerbitan izin penyelenggaraan reklame, sering 

berhubungan dengan penempatan titik pole yang yang boleh dipasang reklame terkait 

aturan detail tata ruangnya. permasalahan yang terjadi untuk koridor jalan-jalan utama 

yang ada di pusat kota belum diterbitkan aturan kaitannya berhubungan terhadap 

RTBL. RTBL dimaksud sangat membantu dan mengatur lokasi mana yang bisa 

ditempati titik pole reklame, garis simpadan dan tata letak potongan detail lainnya. 

Arahan wilayah pesisir Kabupaten Gresik untuk Pusat Kegiatan Nasional 

dan Kawasan Andalan Nasional sebagai kawasan industri sektor unggulan utama dan 

didukung dengan lokasi yang strategis menyebabkan timbulnya pengembangan 

kawasan yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini juga meningkatkan aktifitas 

wilayah pesisir khususnya aktifitas perkapalan dan pelabuhan sehingga menyebabkan 

terjadinya konflik pemanfaatan wilayah perairan untuk parkir kapal-kapal besar 

dengan kapal-kapal nelayan kecil. 

Permasalahan bioekoregion di wilayah hilir DAS Bengawan Solo Hilir 

sebagai akibat degradasi lingkungan. Sedimentasi yang sangat luas di muara sungai 

menyebabkan konflik pemanfaatan dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk 

budidaya perikanan tangkap dan tambak. Di sisi lain, permasalahan di Hulu DAS 

Bengawan Solo yang rentan akan erosi menyebabkan transport sedimen di hulu ke 

hilir semakin tinggi. Selain itu, tingginya sedimentasi di hilir sungai di pantai utara 

Kabupaten Gresik, khususnya pantai-pantai di Kecamatan Ujungpangkah dan 

Panceng dimanfaatkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan 

mengkavling-kavling tanah hasil oloran alami, bahkan kemudian diurug untuk 

mempercepat pembentukan daratan untuk kemudian disertifikatkan sebagai tanah 

milik pribadi.  

Hal ini menjadikan masalah atau kendala yang dihadapi adalah:  

a. Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau 

menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. 

b. Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di 

perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB 

c. Perubahan bangunan cagar budaya. 
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d. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan 

permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan kota gresik 

lama 

Solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin 

pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan 

ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. 

Kendala tersebut sudah terselesaikan dengan baik, sehingga perbandingan 

realisasi antara tahun 2018, 2019 dan 2020 kinerja nya semakin naik dikarenakan 

pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan peraturan bupati 

tentang perijinan penataan ruang. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil 

persentase capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan 

hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan 

informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya 

kinerja yang diharapkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi 

dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 

Gresik Tahun 2016-2021 melalui 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator 

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan 

Umumdan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020.  

 

B. INOVASI LAYANAN 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Kabupaten Gresik terdiri atas:  

1. Jasa Laboratorium (Perbup No. 11 Tahun 2012) 

2. Pengelolaan Limbah Cair Domestik (Perda No. 09 Tahun 2018) dengan 

julukan “JADI SAYANG” (Jamban Dan IPAL Sehat, Masyarakat Senang) 

Merupakan inovasi perubahan perilaku masyarakat  

3. Sewa Alat Berat (Perda No. 6 Tahun 2011) 
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Aplikasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Gresik terdiri atas :  

1. Go-PLOONG (Go-Pelayanan Limbah Cair Domestik Online Gresik )  

GO–PLOONG merupakan inovasi Tata Kelola Layanan Air Limbah Domestik 

berbasis aplikasi dan website yang melibatkan peran serta Pemerintah  

Masyarakat, dan Swasta. GO-PLOONG memiliki fitur dapat dimanfaatkan bagi 

bagi masyarakat/kelompok masyarakat, petugas, pemerintah dan sedot tinja 

swasta. Aplikasi layanan GO-PLOONG didesain dengan cukup informatif 

dengan berbagai fitur layanan yang disediakan, antara lain:  

- Fitur layanan penyedotan terjadwal (LLTT) 

- Fitur layanan penyedotan langsung 

- Fitur pengaduan pelanggan  

- Fitur survey tangki septik 

- Fitur petugas pemeliharaan IPAL permukiman  

- Fitur operasional IPLT  

- Fitur petugas penyedotan lumpur tinja 

- Fitur aplikasi pengelola IPAL komunal (KPP) 

- Fitur kepuasan pelayanan pelanggan  

Go-Ploong dapat diakses dengan download melalui Google Playstore. 

   

Gambar 3. 10 Aplikasi Go-Ploong 
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Gambar 3. 11 SOP Prosedur GO-PLOONG 

 

2. Go-PUTAR (Aplikasi Pengendalian Utilitas dan Tata Ruang) 

Merupakan aplikasi pengendalian utilitas dan tata ruang yang dapat 

dimanfaatkan untuk:  

- Monitoring dan evaluasi bangunan dan tata ruang 

- Pelayanan pengaturan bangunan dan tata ruang 

- Pengaduan gangguan bangunan dan tata ruang 

Pelaporan dapat dilakukan oleh : 

- Tim monitoring dan Pelayanan Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Gresik 

- Aparatur Pemerintah dan instansi lain yang terkait dengan tugas 

pengawasan maupun penertiban bangunan dan tata ruang 

- Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gresik 

Pengendalian utilitas dan tata ruang melalui Go-PUTAR mengatur : 

- INDUSTRI (Lokasi Industri/Kawasan Industri) 

- BANGUNAN LIAR (Lokasi Bangunan Liar) 

- GUDANG (Lokasi Gudang/Pergudangan) 

- RUMAH/RUKO (Lokasi Permukiman/Perumahan/Ruko) 

- UTILITAS (Lokasi Jaringan Kabel/Pipa) 

- FASILITAS UMUM (Lokasi Bangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial) 
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Aplikasi Go-PUTAR dapat di download melalui Google Playstore 

 

Gambar 3. 12 Tampilan Aplikasi Go-PUTAR 

 

3. APALAN (Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan) 

Merupakan aplikasi yang disediakan dengan berdasarkan pada beberapa 

peraturan, antara lain: 

a. Undang Undang Nomor 38/2004 tentang jalan 

b. UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

c. PP 34/2006 tentang jalan 

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang 

pemeliharaan dan penilikan jalan 

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang 

pedoman pemanfaat dan penggunaan bagian–bagian jalan 

f. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, 

Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Gresik 

Maksud dan Tujuan dari adanya aplikasi tersebut adalah: 

a. Maksud 

- Membantu melayani pengaduan pengguna jalan yang ada di Kabupaten 

Gresik 

- Memonitoring secara langsung kondisi jalan 

- Mempercepat tanggapan atas permasalahan jalan.  

- Merangkum seluruh hasil kerja 



LKJIP 2020 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

 

 48 

 
 

b. Tujuan 

- Memiliki pusat yang terpadu dan dapat dengan mudah menyatukan segala 

informasi dan pengaduan tentang jalan 

- Memungkinkan penyampaian informasi mengenai pembenahan jalan, cepat 

dan terarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13 Sistematika Aplikasi Layanan Pengaduan Pengguna Jalan 

 

C. REALISASI ANGGARAN 

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 5 (lima) sasaran 

strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka 

besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.18 Alokasi Per Sasaran Pembangunan 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
ANGGARAN 

ANGGARAN 
(%) 

1 
 

Meningkatnya 
kualitas sarana 
infrastruktur jalan 

Persentase panjang 
jalan kabupaten 
dalam kondisi mantap 

 

142,450,732,915.00 

 

99,19% 

2 

Meningkatnya 
kualitas sarana 
infrastruktur 
irigasi 

Persentase jaringan 
irigasi kondisi baik 

 

9,591,411,605.00 

 

99,25% 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
ANGGARAN 

ANGGARAN 
(%) 

3 

Meningkatnya 
kualitas 
pengendalian 
banjir 

Persentase panjang 
saluran drainase dan 
saluran pembuang 
dalam kondisi mantap 

 

7,522,696,430.00 

 

98,07% 

4 
Tersedianya 
sarana air bersih 
bagi masyarakat 

Persentase rumah 
tangga akses air 
bersih non PDAM 

 

12,130,995,900.00 

 

98,46% 

5 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang sesuai 
dengan rencana 
tata ruang 

Persentase 
kesesuaian 
pemanfaatan ruang 
sesuai dengan 
rencana tata ruang 

 

 

58,296,395,466.00 

 

 

96,97% 
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Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

KINERJA ANGGARAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN PAGU REALISASI CAPAIAN 

1 
Meningkatnya 
kualitas sarana 
infrastruktur jalan 

Persentase 
panjang jalan 
kabupaten 
dalam kondisi 
mantap 

73,70 % 73,81% 100,14% 

 

142,450,732,915.00 

 

141,305,898,362.46 99,19% 

2 
Meningkatnya 
kualitas sarana 
infrastruktur irigasi 

Persentase 
jaringan irigasi 
kondisi baik 

51,23% 43,54% 84,99% 

 

9,591,411,605.00 

 

9,519,862,816.38 99,25% 

3 
Meningkatnya 
kualitas 
pengendalian banjir 

Persentase 
panjang saluran 
drainase dan 
saluran 
pembuang 
dalam kondisi 
mantap 

50,10% 56,43% 112,69% 

 

7,522,696,430.00 

 

7,377,788,407.60 98,07% 

4 
Tersedianya 
sarana air bersih 
bagi masyarakat 

Persentase 
rumah tangga 
akses air bersih 
non PDAM 

68,44% 66,27% 96,83% 

 

12,130,995,900.00 

 

11,944,895,628.00 98,46% 

5 

Meningkatnya 
kesesuaian 
pemanfaatan ruang 
sesuai dengan 
rencana tata ruang 

Persentase 
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang sesuai 
dengan rencana 
tata ruang 

95% 100% 100% 

 

58,296,395,466.00 

 

56,533,589,255.00 96,97% 

 Rata – rata capaian kinerja 98,93%  98,40% 

 Predikat kinerja  Sangat Tinggi  Sangat Tinggi 
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Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN 

KINERJA (%) 

PENYERAPAN 

ANGGARAN (%) 

TINGKAT 

EFISIENSI 

1 

 

Meningkatnya kualitas 

sarana infrastruktur jalan 

Persentase panjang jalan 

kabupaten dalam kondisi 
mantap 

100,14 99,19 99,05 

2 
Meningkatnya kualitas 

sarana infrastruktur irigasi 
Persentase jaringan irigasi 
kondisi baik 

84,99 99,25 116,78 

3 
Meningkatnya kualitas 

pengendalian banjir 

Persentase panjang saluran 

drainase dan saluran 
pembuang dalam kondisi 

mantap 

112,69 98,07 
87,03 

 

4 
Tersedianya sarana air 

bersih bagi masyarakat 

Persentase rumah tangga 

akses air bersih non PDAM 
96,83 98,46 101,68 

 

5 

Meningkatnya kesesuaian 

pemanfaatan ruang sesuai 

dengan rencana tata ruang 

Persentase kesesuaian 
pemanfaatan ruang sesuai 

dengan rencana tata ruang 

100 96,97 96,97 
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Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak 

terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target 

indikator kinerja sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 

Tahun 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 235.484.264.816,00 yang telah 

direalisasi sebesar Rp. 231.936.978.269,62; atau 99,36%. 

Perbandingan pada pagu anggaran tahun 2020 mengalami penurunan dari 

tahun 2019, yaitu dari Rp. 451.650.355.778,00 menjadi Rp. 235.484.264.816,00 Akan 

tetapi persentase penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Gresik mengalami penurunan dari 99,36% menjadi 95,33% atau sebesar 

Rp.388.765.456.909,46 menjadi Rp.231.936.978.269,62 Selama ini persentase 

penyerapan mengalami penurunan, capaian kinerja berkurang karena mengalami 

Refocussing (optimalisasi anggaran) untuk menanggulangi COVID-19. Hal tersebut 

karena dilakukan upaya-upaya percepatan oleh seluruh personil Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. 
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Gambar 3.14 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020 

 

Dalam pogram/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu:  

1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan 

optimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian 

dan pengembangan teknologi jalan  
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2. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan 

dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku 

dan air permukaan 
3. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam 

pengendalian pembangunan bangunan gedung  
4. Meningkatkan kinerja pengelola drainase dan pelayanan air minum non PDAM 

5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang 

mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi 

program pembangunan daerah.  
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 

A. KESIMPULAN 

 

Sebagai penutup dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020, dapat disimpulkan 

bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik 

telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran 

strategisnya. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 5 

sasaran yang mencakup 5 indikator kinerja sasaran dengan diketahui bahwa 5 

indikator kinerja sasaran mencapai kategori sangat Tinggi atau 100%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan 

efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.  

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki 

kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai 

pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. 

 

B. SARAN 

Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak terlepas adanya hambatan atau 

kendala yang dihadapi antara lain: 

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan waktu yang kurang memadai yang 

disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan pelelangan/tender mengakibatkan 

kinerja dari pihak penyedia jasa tidak dapat optimal sehingga mempengaruhi hasil 

pekerjaan/kegiatan dan kualitas output kegiatan kurang baik 

2. Kurangnya koordinasi lebih lanjut dengan pemangku kebijakan pada wilayah/ 

lokasi kegiatan yang menyebabkan hambatan pelaksanaan pekerjaan 
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Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Kabupaten Gresik ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan 

benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan 

datang antara lain : 

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan 

secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja  

Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-

kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja  

Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di 

bidang ke PU-an di Kabupaten Gresik. 

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup 

agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang ke PU-an berjalan secara 

transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai 

pihak. 
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